
 

106 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Sumber Buku 

Abdul R. Budiono. (2009). Hukum Perburuhan. 

Abdul R. Salaiman. (2005). Hukum Bisnis untuk Perusahaan. 

Abu Ahmadi, & Munawar Sholeh. (2005). Psikologi Perkembangan. Rineka 

Cipta. 

Ahmad Tohardi. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Mandar Maju. 

Burhanuddin. (2000). Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan. Bumi 

Aksara. 

Hadijan Rusli. (2003). Hukum Ketenagakerjaan (Ghalia Indonesia). 

Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keungan. Rajawali Pers. 

Khakim, A. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Citra 

Aditya Bakti. 

Kuncoro. (2009). Peran Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Kerja 

dan Kinerja Pegawai serta Kualitas Pelayanan. UIR Press. 

Lalu Husni. (2007). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Raja 

Grafindo Persada. 

M. Hasibuan. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. 

Maimun. (2007). Hukum Ketenagakerjaan. Pradnya Paramita. 

Moh. Agus Tulus. (1993). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT.Gramedia 

Pustaka Utama. 



107 
 

 
 

Much Nurachmad. (2009). Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, 

Pesangon, dan Dana Pensiun. Visimedia. 

Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. 

S. P. Hasibuan. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. 

Siswanto Sastrohadiwiryo. (2012). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Bumi 

Aksara. 

Soehino. (2005). Ilmu Negara . Liberty. 

Soemitro. (1985). Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. 

Soemitro. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. 

Sudarsono. (2001). Pengantar Ekonomi Mikro. LP3ES. 

Toha, H., & Pramono, H. (1987). Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh,. 

Bina Aksara. 

Wafda Vivid Izziyana. (2018). Hukum Outsourcing di Indonesia. Unmuh 

Ponorogo Press. 

Zaeni Asyhadie. (2007). Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang 

Hubungan Kerja. Rajawali Press. 

B. Sumber Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan; 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 



108 
 

 
 

Hubungan Industrial. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu 

Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja; 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah Undang-Undang tentang  

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan  

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

C. Sumber Jurnal dan Lainnya 

Abdul Rachmad Budiono. (2012). Makna Perintah Sebagai Salah Satu 

Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. 

Andre, D., Syahrul, M., & Handayati, N. (2025). Penyelesaian Sengketa antara 

perusahaan dengan pekerja dampak penggabungan Perusahaan. Court 

Riview: Jurnla Penelitian Hukum, 5. 

Azis, A., Handriani, A., & Basri. (2019). Perlindungan Hukum Hak Pekerja 

Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan. Jurnal 

Surya Kencana Satu, 10 (No 1). 

Farza, & Karsona. (2021). Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak Dalam 

Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak. Jurnal Bina Mulia 

Hukum, 4, 160. 



109 
 

 
 

Felician, & Gunardi. (2023). Kewajiban Pembayaran Pesangon Kepada 

Karyawan Usia Pensiun Yang Tekena Pemutusan Hubungan kerja 

Sepihak. Unes Law Review, 6. 

Herawati, N., Setiawati, R., & Cahyaningtiyas, I. (2021). Perwujudan 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai Cerminan Asas 

Keseimbangan. Notarius, 14. 

Khakim, A. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Citra 

Aditya Bakti. 

Micael Josviranto. (2022). Tinjauan Yuridis Perusahaan dalam Pelaksanaan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Riset dan Konseptual. 

Moran, John W, & Baird K. (2000). Leading Organizational Change. Emerald 

Group Publishing Limited, 12. 

Purnomo, & Soekirno. (2022). Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja 

Secara Sepihak Oleh Pengusaha. Jurnal Krisna Law, 4, 50. 

Sinilele,  Ashar. (2018). Penyelesaian Konflik Antara Pihak Perusahaan Dengan 

Tenaga Kerja Di Kota Makassar. Al-Daulah, 7. 

Soedarjadi. (2008). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Pustaka Yustisia. 

Tansuria, B. I. (2011). Pembayaran dan Pemotongan Pajak atas Uang Pesangon.  

Journal of Business and Economics, 10 (1). 

Tutik Rosanti, & Dyah Krisnansari. (2010). Kejadian Depresi Pada Pegawai 

Menjelang Pensiun, Studi Pada Kepala Desa Di Lima Kecamatan, 

Kabupaten Demak. Jurnal Keperawatan Soedirman . 



110 
 

 
 

Yuliastuti, A., & Syarif, E. (2021). Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial Menggunakan Acte Van Dading. Jurnal Ketenagakerjaan, 16. 

 

 

 


